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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sehingga pembangunan tersebut harus mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia termasuk membangun generasi muda generasi muda merupakan bagian dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan dan menempati posisi sebagai subyek dan obyek dari pembangunan itu sendiri.  Generasi muda sebagai subyek merupakan pelaku dan pelaksana pembangunan yang harus dapat membangun dirinya sendiri serta bersama–sama membangun bangsanya. Generasi muda sebagai obyek adalah merupakan generasi penerus sejarah dan sebagai penerus cita–cita perjuangan Bangsa Indonesia.

Dari hal tersebut di atas, pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. Dimana harus dilakukan secara bekelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. 

Guna mensukseskan dan mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah seperti yang diharapkan, hal ini terbukti dengan adanya sebagian masyarakat yang tidak mengindahkan norma–norma yang berlaku di dalam masyarakat. Seperti halnya dalam tindak pelacuran yang semakin lama semakin menjadi. Padahal pelacuran tersebut merupakan kejahatan, karena pelacuran sebagai tingkah laku manusia yang menyimpang dan selalu ada dalam kehidupan manusia, baik yang dilakukan oleh wanita dewasa, laki–laki maupun usia belum dewasa, karena merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam masyarakat. 

Pada dasarnya, masalah sosial menyangkut nilai–nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Sebab itu masalah-masalah sosial tak mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran–ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Apalagi keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan orang–orang berani melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beberapa diantaranya ingin menghasilkan uang banyak melalui jalan pintas. Menghalalkan segala cara dengan dalih untuk mencari sesuap nasi pun dilakukan. Hal ini mengakibatkan menurunnya moral dan etika masyarakat Indonesia yang mash kental dengan budaya timur. 
Sementara iming–iming berupa tawaran hidup mewah makin gencar membuai, bahkan mengelabui sebagian masyarakat. Yang pada akhirnya memanfaatkan tubuhnya untuk mendapatkan uang sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Pelacuran merupakan penyakit sosial atau penyakit masyarakat, namun di balik semua itu dalam dunia pelacuran sangat menjanjikan pemenuhan impian–impian gemerlap dunia glamour yang ingin diwujudkan oleh para pelakunya meskipun kehormatan diri harus dikorbankan sebagai pemuas laki-laki hidung belang. 

Bisnis pelacuran tidak pernah merugi, mengingat jumlah keuntungan yang didapat dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Besar kecilnya keuntungan tersebut tergantung pada cara pengelola bisnis dalam mengemas “dagangannya”. Belum cukup sampai disitu saja mereka bahkan dengan tegaknya menjalankan kiat mengeruk uang yang sedang ngetren dengan memasok gadis–gadis di bawah umur dengan kata lain “Anak Baru Gede” (ABG) untuk memuaskan syahwat lelaki iseng. Hal tersebut jelas merupakan tindakan pengeksploitasian ekonomi terhadap anak di bawah umur. 

Sangat mengenaskan memang, bila bisnis pelacuran diberikan tempat–tempat yang legal maupun illegal. Banyak tempat hiburan malam dan tempat–tempat remang–remang serta lokalisasi di kota Surabaya. Seperti halnya kawasan Bambu Runcing yang masing digunakan sebagai “pangkalan utama”, Dolly, Jarak, Kembang Kuning, bahkan di kawasan rel–rel kereta api. Selain itu masih banyak pula tempat–tempat terselubung yang juga digunakan untuk praktek prostitusi seperti kafe, pub, diskotik, via sms atau hp bahkan lewat internet sekalipun. 

Tempat–tempat semacam itu menyediakan gadis–gadis di bawah umur untuk menjalankan transaksi seks secara langsung, karena tersedianya fasilitas yang legal maupun illegal. Seperti tidak akan ada habisnya, pergaulan “Anak Baru Gede” (ABG) semakin semarak dengan kebebasan yang melupakan norma–norma yang hidup di masyarakat. Tingkat peradaban manusia yang makin maju kemajuan teknologi yang tidak terbendung menjadikan dunia komunikasi dan Hiburan–Hiburan yang bertentangan dengan norma–norma adat timur. Ditambah dengan kurangnya filter bahkan sama sekali tidak ada seta kurangnya pendidikan spiritual menjadikan tontonan yang dilihat langsung tersebut dicontoh dan diikuti tanpa dipikir terlebih dahulu. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, keluarga, orang–orang terdekat dan lingkungan pendidikan serta pengaruh lingkungan yang buruk semakin memudahkan “Anak Baru Gede”(ABG) yang dalam tahap pencarian jati dirinya, mereka akan mencontoh segala hal seperti perilaku seks bebas pada remaja bahkan dalam penyalah gunaan narkoba. Tidak sedikit dari mereka yang awalnya hanya mencoba–coba, kemudian menikmati gaya hidup tersebut dan akhirnya terjebak di dalamnya. Hal tersebut adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelacuran anak di bawah umur atau yang sering dilakukan pelacuran ABG yang dianggap cukup mengkhawatirkan berbagai pihak, khususnya orang tua dan para penegak hukum. 
Di kota Surabaya masih begitu banyaknya kasus–kasus pelacuran anak, bahkan korban pelacuran anak jumlahnya cukup besar menurut data yang diperoleh Jawa Pos dari Dinas Sosial Jawa Timur (Dinsos Jatim). 

Kota Surabaya masih menjadi lumbung bagi perempuan di bawah umur yang memiliki problem sosial. Terutama perempuan yang masuk dalam industri seks. Menurut data Dinas Sosial Jawa Timur (Dinsos Jatim), sejak 2008 tercatat 3.200 perempuan masuk dalam industri seks. Jumlah itu terbanyak se-Jatim. Mengalahkan kantong – kantong industri seks lain, seperti Tulungagung dan Kediri. Lembaga internasional save the children mengestimasikan, dari jumlah itu, setidaknya 30 persen adalah pekerja seks di bawah umur. Dalam definisi save the children, kategori anak di bawah umur adalah perempuan dengan usia 12 – 17 tahun.

Sementara itu di Indonesia di dalam hukum positif yaitu kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296, pasal 297 dan pasal 506 diatur hanya mengenai sanksi–sanksi kepada mereka yang memudahkan perbuatan cabul saja dengan pidana penjara satu tahun empat bulan, memperdagangkan wanita dan laki–laki yang belum cukup umur dengan pidana penjara enam tahun dan menarik keuntungan dari perbuatan cabul dengan pidana kurungan selama satu tahu, akan tetapi tidak mengatur secara jelas sanksi pidana terhadap pelacur itu sendiri, kecuali terhadap germo yaitu yang mengambil keuntungan dari pelacuran dan orang yang melakukan perbuatan untuk menghubungkan atau pencaharian atau kebiasaan. 
Sanksi pidana yang diatur dalam kitab Undang–Undang Hukum Pidana tidaklah seimbang dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelacuran anak di bawah umur. Maka pemerintah pada tanggal 22 Oktober 2002 mengesahkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), lebih memberikan perlindungan bagi anak–anak korban pengeksploitasian seksual yang dilakukan orang–orang yang hanya ingin mengeruk keuntungan dari pelacuran tersebut. Dalam UUPA, pasal 83 dan pasal 88 diatur mengenai sanksi–sanksi bagi orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 dan paling sedikit Rp.60.000.000,00, orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan / atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00. 

Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang seperti ini, maka perlu adanya hal–hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, para penegak hukum dan masyarakat. Agar masalah sosial yang timbul dikarenakan adanya pengeksploitasian seksual terhadap anak di bawah umur dapat ditekan angka perkembangannya, bila perlu dapat meniadakan masalah sosial semacam ini.  Sehingga dapat benar–benar terwujud pembangunan nasional yang merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang mencerminkan kepribadian Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai–nilai sosial, budaya, adat, moral dan norma–norma masyarakat. Dengan demikian dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional.
2. Rumusan Masalah 
Pelacuran anak di Indonesia merupakan suatu masalah yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perorangan. Tetapi harus bersama–sama dan penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama. Perlindungan anak sangat dibutuhkan, dengan banyaknya pelecehan terhadap anak–anak yang dilakukan oleh orang–orang dewasa yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan uraian di atas, maka masalah ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual terhadap anak menurut UUPA ? 

2. Bagaimana perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual terhadap anak menurut KUHP ? 

3. Penjelasan Judul 

Eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur adalah pemanfaatan gadis–gadis pada usia remaja atau sering disebut “Anak Baru Gede” (ABG) sebagai pemuas laki – laki hidung belang yang kerap kali dilakukan oleh orang–orang yang dengan sengaja mengambil keuntungan besar dalam keterbatasan ekonomi yang menghimpit keluarga–keluarga miskin. Bahkan sampai tidak lagi mengindahkan norma–norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. 

Dalam UUPA, pasal 88 : “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
4. Alasan Pemilihan Judul 

Begitu rentannya remaja atau Anak Baru Gede (ABG) terpengaruh dalam pergaulan bebas, hal ini karena peradaban masyarakat yang semakin maju. Kemajuan teknologi yang tidak terbendung menjadikan dunia komunikasi dan hiburan-hiburan yang ditayangkan di televisi menjadi pengaruh buruk bagi remaja yang cenderung selalu ingin tau tentang hal–hal yang menarik baginya. Ditambah lagi dengan himpitan ekonomi keluarga semakin sulit, semakin mempermudah orang–orang yang memiliki bisnis pelacuran memanfaatkan keadaan yang demikian. Ini yang kerap kali menimbulkan ABG mudah terpengaruh bujuk rayu sang pelaku bisnis pelacuran. 
Jumlah korban eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak di bawah umur semakin banyak, dengan berbagai macam alasan dan latar belakang. Menurut Dinas Sosial Jawa Timur (Dinsos Jatim), sejak tahun 2008 tercatat 3.200 perempuan yang masuk dalam industri seks. Dari jumlah itu, setidaknya 30 persen adalah pekerja seks di bawah umur. Dengan banyaknya anak yang menjadi korban eksploitasi seksual terhadap anak yang menimpa + 960 anak di jawa timur, ini sungguh suatu hal yang sangat memprihatinkan. Seharusnya mereka masih mengecam pendidikan dan penghidupan yang layak, bukan perlakuan yang immoral. Dari fenomena tersebut di atas, saya memilih judul skripsi : Eksploitasi Seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. 

5. Tujuan Penelitian 
Untuk memahami perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual ditinjau dari UUPA, maka penelitian bertujuan : 

1. Menganalisis dan mendapatkan pemahaman tentang perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual menurut UUPA. 

2. Menganalisis dan mendapatkan pemahaman tentang perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual menurut KUHP. 

6. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau berupa kontribusi antara lain, sebagai berikut : 
1. Manfaat teoritis, penelitian ini saya harapkan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu hukum khususnya hukum pidana dan perlindungan anak. 

2. Manfaat praktis, untuk menegakkan hukum, orang tua, masyarakat yang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak. 
7. Metode Penelitian 
a. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Dalam pengertian bahwa penelitian yang dilakukan yaitu penelitian di bidang perundang–undangan terkait, yaitu tentang perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual ditinjau berdasarkan UUPA dan KUHP
b.  Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang–undangan yaitu jenis penulisan yang mengkaji tentang keberlakuan sebuah peraturan perundang-undangan. Penulisan ini lebih menekankan pada aturan–aturan hukum yang berlaku saat ini baik berupa undang - undang maupun peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual. Agar dalam penerapan sanksi yang berlaku bagi pelaku tindak kejahatan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak dapat diketahui secara jelas. 
c.  Langkah Penelitian
Dalam upaya menjawab permasalahan yang diajukan, dibutuhkan bahan atau informasi yang akurat dan berbagai sumber yang dapat dipercaya. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini meneliti bahan–bahan hukum, baik berupa perundang–undangan, buku–buku, bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual.

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat–pendapat para ahli serta untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal maupun naskah resmi yang kaitannya dengan materi yang akan dibahas. Data ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu : 

1. Bahan hukum primer, yaitu menyangkut peraturan perundangan–undangan di bidang perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu menyangkut pendapat–pendapat para ahli di bidang perlindungan anak terhadap ekesploitasi seksual. 
3. Bahan hukum tersier, yaitu menyangkut bahan–bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier berupa kamus. 
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang bersumber dari bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Bahan tersebut berasal dari undang–undang, peraturan–peraturan, literatur–literatur yang membahas masalah perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual menurut UUPA, yang menyangkut sanksi yang dapat dijatuhkan bagi para pelaku tindak kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak.
Dalam menjawab setiap permasalahan yang diajukan, dibutuhkan bahan hukum atau informasi yang akurat dan berbagai sumber. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini melakukan pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi meliputi menginventarisasi, meneliti bahan bahan hukum, baik berupa perundang–undangan, buku–buku, bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual dalam UUPA. Setelah data dikumpulkan kemudian dipilah–pilah dengan maksud untuk mencari bahan yang ada relevansinya dengan masalah–masalah yang dibahas. 

Setelah pengumpulan bahan hukum selanjutnya dilakukan penyederhanaan bahan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Kemudian melakukan analisis bahan yang merupakan langkah yanag sangat menentukan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas–asas hukum, norma–norma hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual.

Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi yang timbul di masyrakat yang menjadi obyek penelitian ini. Kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu gambaran tentang kondisi, situasi tertentu. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata–kata dan bahasa ada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Untuk selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mencari kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan hal–hal yang bersifat khusus. Dengan melakukan beberapa metode dan teknik–teknik di atas, diharapkan dalam penelitian ini akan diperoleh bahan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
8. Sistematika Pertanggung Jawaban 
Agar mudah dipahami, skripsi ini disusun atas empat bab. Setiap bab memabahas persoalan–persoalan secara rinci. 

Bab I Pendahuluan, membahas tentang hal ihwal yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi : hal ihwal tentang tipe penelitian, metode pendekatan, jenis data, sumber data, proses pengumpulan data, proses pengolahan data dan analisis data, serta pertanggung jawaban sistematika. 

Bab II menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang meliputi hal ihwal meliputi : pengertian anak, hak–hak anak, ruang lingkup anak, pengertian perlindungan anak, latar belakang diterbitkannyaUUPA, persyaratan pelaksanaan perlindungan anak dan perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual menurut UUPA. 

Bab III menjelaskan keberlakuan KUHP setelah diterbitkannya UUPA yang merupakan undang-undang tindak pidana khusus terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.
Bab IV merupakan suatu penutup, hal ini dijelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan analisis dan saran–saran yang dapat diberikan dengan mencermati hasil temuan. 

� Jawa Pos, Selamatkan Pekerja Seks di Bawah Umur, kolom Metropolis, tanggal 15 Januari 2010, hal.34


� Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Kosdakarya, Bandung, 2004, hal.6
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